
2. Undang-undang ...

1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera
SeJatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

a. bahwa penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi administratif
bagi pegawai negeri sipil merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari pembinaan pegawai negeri sipil untuk
menegakkan nilai-niJai kepatuhan, loyalitas, dedikasi, dan
keadilan dalam upaya menciptakan pegawai negeri sipil yang
profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif,
sehingga terwujud produktivitas dan kinerja pegawai negeri
sipil yang tinggi;

b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan penjatuhan hukuman
disiplin dan sanksi administratif dilakukan secara tepat guna
dan berhasil guna, diperlukan pedoman penjatuhan
hukuman disiplin pegawai negeri sipil dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Ogan Komering Ilir;

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

...~.....

Mengingat

Menimbang

TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLlN PEGAWAJ NEGERl SIPIL
01 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERJNG ILIR

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

TENTANG

BUPATI OGAN KOMERINO ILIR
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILJR

NOMOR : 80TAHUN 2021



5. Sekretaris Daerah ....

Pasa11
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir,
4. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir

BAB [
KETENTUANUMUM

PERATURAN BUPATI TENTANO TATA CARA PENJATUHAN
HUKUMANDISIPLINPEGAWAINEGERI SIPIL DI LINGKUNOAN
PEMERINTAHKABUPATENOOANKOMERINOILlR

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua -Undang
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 202 l 7 ten tang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477)"

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor6718);
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e. Penetapan ....

Pasal 2
Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:
a. jenis hukuman disiplin;
h. pemanggilan PNS;
c. pemeriksaan PNS;
d. berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan;

BAB II
RUANGLINGKUP

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai

Negeri Sipil yang tidak menaati kewajiban dan/ atau rnelanggar larangan
ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalarn maupun
di luar jam kerja.

8. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri
Sipil karena rnelanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNSadalah Pegawai Negeri Sipil
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

10. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak
puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan
atau banding administratif.

11. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNSyang tidak
puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang
rnenghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.

12. Sanksi administratif adalah tindakan yang diberikan kepada PNSyang terbukti
melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan selain
peraturan mengenai disiplin PNS.

13.Tim pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang
membentuk tim pemeriksa dengan surat perintah untuk melakukan
pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan
pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang
danl atau berat.

14. Proses Penjatuhan hukuman disiplin adalah rangkaian kegiatan mulai dari
pemanggilan sarnpai dengan keputusan penjatuhan hukuman disiplin
ditetapkan.

15.Badan Pertimbangan Kepegawaian yang selanjutnya disebut BAPEK adalah
lembaga yang menangani Banding Administratif sengketa kepegawaian sebagai
akibat pelanggaran disiplin.

16. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang memiliki kewenangan
untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang
melakukan pelanggaran disiplin.

17.Atasan langsung adalah pejabat atasan dan Pegawai NegeriSipil yang diperiksa.

- 3-



Pasal 7....

Pasa16
Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf
c terdiri atas:
a. penurunan pangkat setingkat Iebih rendah selama 3 (tiga)tahun;
b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
c. pembebasan dari jabatan;
d. peroberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;dan
e. peroberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Pasal 4
Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf
a terdiri atas :
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pemyataan tidak puas secara tertulis.

Pasa15
Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
huruf b terdiri atas:
a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu)tahun;
b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

Pasal 3
(1) Setiap PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin dikenai hukuman

disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Tingkat hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. hukuman disiplin ringan;
b. hukuman disiplin sedang dan
c. hukuman disiplin berat.

BAB III
JENlS HUKUMANDISIPLIN

e. penetapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin;
f. upaya Administratif;
g. pemberlakuan dan pendokumentasian keputusan penjatuhan hukuman disiplin;
dan

h. pembatasan hak kepegawaian.
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Pasal 10....

Pasa!9
(1) Surat panggilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5)

disampaikan kepada PNSdi tempat kerjanya.
(2) Dalam hal PNS tidak berada di tempat kerjanya, surat panggilan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)disampaikan ke alamat domisili PNS.
(3) Dalam hal alamat domisili PNSberubah atau tidak diketemukan atau PNStidak

diketahui lagi keberadaannya, surat panggilan PNS sebagaimana dimaksud
pada ayat (2)disampaikan kepada ketua rukun tetangga/rukun warga setempat
atau nama lainnya sesuai dengan alamat domisili terakhir PNS.

(1) Pemanggilan PNS dilakukan dalam rangka pemeriksaan atas pelanggaran
disiplin.

(2) Pemanggilan PNS sebagaimana climaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan
langsung.

(3) Dalam hal pemeriksaan PNS dilakukan oleh tim pemeriksa, pemanggilan PNS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pemeriksa.

(4) Pemanggilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan
dalarn waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan
dilaksanakan .

(5) Pemanggilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara tertulis
dalam bentuk surat panggilan PNS.

(6) Format surat panggilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasa!8

BABIV
PEMANGGlLAN

Pasal 7
(1) Penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

sampai dengan Pasal 6 dilakukan oleh pejabat yang berwenang menghukum
sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang disiplin PNS.

(2) Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas
a. bupati;
b. sekretaris claerah;
c. pejabat eselon [1;

d. pejabat eselon III;
e. pejabat eselon IV;
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(3).Penyampaian....

Pasal13
(1) Dalam hal pada pemanggilan kedua sebagairnana dimaksud dalam Pasal 12,

PNS tidak dapat hadir karena alasan yang sah, atasan langsung rnelakukan
pemanggilanketiga.

(2) Alasanyang sah sebagairnana dimaksud pada ayat (1),meliputi:
a. sakit yang sedang dalam masaperawatan;
b. berada di luar kota untuk kepentingandinas;
c.cuti;dan
d.musibah.

Pasal12
(1) Dalam hal pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat (1), PNStidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang
telah ditentukan atasan langsung menjatuhkan hukurnan disiplin berdasarkan
alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

(2) Penjatuhan hukurnan disiplin oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus dibuat berita acara.

(3) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan
merupakan pejabat yang berwenangmenghukum, atasan langsung mengajukan
usul penjatuhan hukuman disiplin secara berjenjang kepada pejabat yang
berwenang menghukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan

(4) Usulan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
harus disertai dengan berita acara pemeriksaan dan pelaporan hasil
pemeriksaan.

- (5) Dalam hal pemanggilan kedua dilakukan oleh tim perneriksa dan PNS, tidak
hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan
tim pemeriksa melaporkan hal tersebul kepada pejabat yang membentuk tim
pemeriksa.

Pasal 11
(1) Dalam hal PNStidak hadir pada tanggal pemeriksaan yang telah

ditentukan atasan langsung atau tim pemeriksa melakukan pemanggilan kedua.
(2) Pemanggilan kedua sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan dalam

waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal seharusnya
dilakukan pemeriksaan pada pemanggilanpertama.

Pasal 10
(1) Penyampaian surat panggilan PNSsebagaimana dimaksud da1amPasal 9 harus

disertai dengan bukti tanda terima.
(2) Bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat

nama, tanggal dan tanda tangan penerima surat panggilan PNS.
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b. Pelanggaran .....

Pasal16
Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mengindikasikan
adanya:
a. pelanggaran disiplin tingkat ringan, atasan ]angsung memeriksa dan

menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alasan dan bukti yang dapat
dipertanggung jawabkan; atau

Pasal 15
(1) Pemeriksaan PNSyang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan oleh

atasan langsung setelah PNS yang bersangkutan memenuhi surat panggilan
PNSsebagaimana tercantum dalam lampiran II

(2) Sebelum melakukan perneriksaan, atasan langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus mernpelajari dengan seksama dan membuat analisis atas
laporan dan bahan mengenai peLanggarandisiplin yang dilakukan oleh PNS.

(3) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar
pemeriksaan atas peLanggarandisiplin.

BABV
PEMERlKSAAN

(7) Dalam hal pemanggilan ketiga dilakukan oleh tim pemeriksa dan PNS tidak
hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan
tim pemeriksa melaporkan hal tersebut kepada pejabat yang membentuk tim
pemeriksa.

PasaJ 14
(1) Pemanggilan ketiga sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 13 ayat (1) dilakukan

daJamwaktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perneriksaan dilakukan.
(2) Pemanggilan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

pemanggilan terakhir.
(3) Dalam hal pada pemanggilan ketiga PNS tidak hadir, atasan langsung

menjatuhkan hukurnan disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang
ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

(4) Penjatuhan hukuman disiplin oleh atasan langsung sebagairnana dimaksud
pada ayat (3)harus dibuat berita acara.

(5) Dalarn hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan
rnerupakan pejabat yang berwenang menghukum, atasan langsung rnengajukan
usul penjatuhan hukuman disiplin secara berjenjang kepada pejabat yang
berwenang menghukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

(6) Usulan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
harus disertai dengan berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.

(3) Penyampaian alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh PNS
kepada atasan langsung atau tim pemeriksa harus disertai dengan dokumen
pendukung sesuai dengan jenis alasannya.
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c. Dugaan ..

Pasa] 19
Pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan
berdasarkan kriteria:
a. Pelanggaran Disiplin terhadap ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan
jam kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai disiplin PNS, sepanjang dugaan pelanggaran yang dilakukan dapat
dikenakan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian;

b. Pelanggaran Disiplin sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang­
undangan mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, sepanjang dugaan
pelanggaran yang dilakukan dapat clikenakan hukuman disiplin tingkat berat
berupa pemberhentian; dan atau

Pasal 18
(I) Bupati sebagaimana dimaksud daLam. Pasal 17 menetapkan keputusan

pernbentukan tim pemeriksa.
(2) Keputusan pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal
sural usulan pembentukan tim pemeriksa diterima.

(3) Format Keputusan pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada
~

ayat (2) tercantum dalam lampiran IIIyang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasa] 17
(1) Dalam hal diperlukan, untuk menjamin objektifitas penjatuhan hukuman

disiplin tingkat sedang atau berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf
b dapat dibentuk tim pemeriksa.

(2) Pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
dilakukan jika hasil perneriksaan atasan langsung belum cukup kuat sebagai
dasar untuk penjatuhan hukuman disiplin.

(3) Usulan pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum secara
berjenjang kepada Bupati meJalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada
lnspektur.

(4) Usulan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
paling sedikit memuat:
a. dasar pertimbangan pernbentukan tim pemeriksa;
b. identitas PNSyang diduga melakukan pelanggaran disiplin; dan
c. nama anggota tim dari unsur atasan langsung, pengawasan, kepegawaian
atau pejabat lain yang ditunjuk.

b. pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat, atasan langsung dapat
memeriksa berdasarkan alasan dan bukti yang sah dan mengusulkan
kepada pejabat yang berwenang menghukum untuk menjatuhkan hukuman
disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(3)Pemeriksaan .....

Pasal22
(1) pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin

dilakukan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh PNS yang bersangkutan
dan atasan Jangsung atau tim pemeriksa.

(2) pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) han kerja terhitung
sejak tanggal pemeriksaan ditetapkan.

Pasal 21
(1) Susunan keanggotaan tim pemeriksa terdiri atas:

a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
b. 1(satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
c. paling sedikit 1(satu) orang anggota.

(2) Pangkat danj'atau jabatan PNS yang menjadi anggota tim pemeriksa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih rendah dari pangkat
dan/atau jabatan PNSyang diperiksa.

Pasal20
(1) Tim pemeriksa berjumlah ganjil dan bersifat adhoc, yang terdiri atas:

a. atasan langsung;
b. unsur pengawasan; dan
c. unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

(2) Atasan Jangsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus tidak
terkait atau tidak terlibat dalam pelanggaran disiplin yang didugakan kepada
PNSyang diperiksa.

(3) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diduga terkait
atau terlibat dalam pelanggaran disiplin yang sarna, anggota tim pemeriksa dari
unsur atasan Jangsung harus merupakan atasan yang lebih tinggi secara
berjenjang.

(4) Unsur pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari
Inspektorat.

(5) Unsur kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dan
Badan KepegawaianPendidikan dan Pelatihan.

(6) Unsur pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (L) huruf c
merupakan pejabat struktural/fungsional tertentu yang ditunjuk berdasarkan
surat perintah dan memiliki kornpetensi sesuai dengan ruang lingkup dan jenis
pelanggaran disiplin.

c. Dugaan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat yang dilakukan secara
bersarna-sama atau menjadi perhatian publik atau mengandung unSUT tindak
pidana.
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(3) Dalam Hal .....

Pasa126
(1) Pembuatan berita acara perneriksaan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 25

huruf a dilakukan pada saat pemeriksaan.
(2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), harus

ditandatangani oleh PNS yang diperiksa dan atasan langsung atau tim
pemeriksa PNSsebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum menandatangani
berita acara pemeriksaan diberi kesempatan untuk mengoreksi kesesuaian dan
kebenaran berita acara perneriksaan.

Pasal 25
Atasan langsung atau tim pemeriksa selaku pemeriksa harus rnenindaklanjuti hasil
pemeriksaan dengan membuat :
a. berita acara pemeriksaan; dan/ atau
b. laporan hasilpemeriksaan.

BAB VI
BERlTA ACARA PEMERIKSAAN DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasa124
Dalarnhal diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan PNSsebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 22, PNSdapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya.

Pasal23
Oalam hal diperlukan untuk kcpentingan perneriksaan, atasan langsung, tim
pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat rnerninta keterangan
tarnbahan dari saksi ahli dan/ atau pihak terkait.

(3) pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) han kerja terhitung
sejak tanggal pemeriksaan sebagaimana ditentukan dalarn surat perintah
pemeriksaan.

(4) dalam hal diperlukan jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 14 (empat
betas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan berakhir.

(5) permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diajukan dalarn waktu paling singkat 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu
pemeriksaan berakhir.

(6) permohonan perpanjangan waktu pemeriksaan sebagaimana dirnaksud pada
ayat (5) diajukan secara tertulis oleh:
a. atasan langsung kepada atasan yang lebih tinggi secara berjenjang; atau
b. tim pemeriksa kepada Bupati.

(7) pengajuan Perrnohonan perpanjangan waktu pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) diajukan secara tertulis disertai dengan alasan
perpanjangan waktu pemeriksaan.
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(2) Format .....

BABVn
PENETAPANKEPUTUSAN

Pasa128
(1) Penetapan penjatuhan hukuman disiplin PNS dilakukan oleh pejabat yang

berwenang menghukum berdasarkan berita acara pemeriksaan dan Zatau
laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 27
(1) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25

huruf b dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima)hari kerja terhitung sejak
tanggal pemeriksaan berakhir.

(2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilengkapi dengan berita acara perneriksaan, alat bukti, dan data pendukung.

(3) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terdiriatas:
a. fotokopikeputusan kenaikan pangkat terakhir;
b. fotokopikeputusan kenaikan gaji berkala terakhir; dan
c. Iotokopi keputusan jabatan terakhir.

(4) Laporan hasil perneriksaan PNS yang diduga melakukan tindak pidana dan
sedang dilakukan penahanan, selain melampirkan data pendukung
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harusjuga melampirkan:
a. fotokopisurat perintah penahanan: dan
b. fotokopikeputusan pemberhentian sernentara.

(5) Laporan hasil pemeriksaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang
terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan
berkekuatan hukum tetap, selain melarnpirkan data pendukung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harusjuga melampirkan:
a. fotokopikeputusan pcmberhentiansementara;
b. fotokopiputusan pengadilan; dan/atau
c. fotokopisurat pelaksanaan putusan pengadilan.

(6) Format laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

tercantum dalam Larnpiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(3) Dalam hal berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
mendapat koreksi, PNSyang bersangkutan harus memberikan paraf pada setiap
halaman berita acara pemeriksaan.

(4) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersedia memberl
paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, atasan langsung atau tim
pemeriksa hams mencatatkan perihal tersebut pada bagian akhir dari berita
acara pemeriksaan dengan diketahui atasan dari atasan langsung.

(5) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
tercantum dalam larnpiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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PasaJ 32 .....

PasaJ 31
(1) Dalam hal Pejabat yang berwenang menghukum merupakan Bupati, maka

atasan langsung atau tim pemeriksa harus melaporkan hasil pemeriksaan
seeara hierarki kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan
kepada pejabat yang membidangi kepegawaian dalam waktu paling lama 7
(tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ]aporan basil pemeriksaan
ditandatangani.

(2) Pejabat yang membidangi kepegawaian menyampaikan laporan hasil
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan
melampirkan pertimbangan terbadap usul penetapan penjatuhan hukuman
disiplin dalam waktu paling lama 21 (dua pulub satu] hari kerja terhitung sejak
laporan hasil pemeriksaan diterima.

(3) Bupati menerbitkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin dalam waktu
paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan
hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

PasaJ 30
(1) Dalarn hal atasan dan atasan langsung seeara beIjenjang sebagai pejabat yang

berwenang menghukum maka atasan langsung atau tim pemeriksa. harus
melaporkan hasil pemeriksaan secara berjenjang kepada pejabat yang
berwenang menghukuro dalam waktu paling lama 14 (empat belas) han kerja
terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan ditandatangani.

(2) Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus menetapkan kepurusan penjatuhan hukuman disiplin dan salinannya
disarnpaikan kepada pejabat yang membidangi kepegawaian dalam waktu paling
Lama 14 (empat betas) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan hasil
pemeriksaan diterima.

(3) Format laporan kewenangan pejatuhan hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VIyang merupakan bagian
tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

Pasal 29
(J) Dalam hal atasan Langsungmerupakan pejabat yang berwenang menghukuro,

atasan langsung harus menetapkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin.
(2) Penetapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja
terhitung sejak tanggal berita aeara pemenksaan ditanda tangani.

(3) Salinan keputusan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus disampaikan kepada sekretaris daerah dan tembusannya
disampaikan kepada pejabat yang membidangi kepegawaian.

(3) Format keputusan penjatuhan hukuman disiplin PNS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tereantum dalam larnpiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.
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(3)Surat ....

Bagian KeduaKeberatan
Pasa134

(1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan
kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan penundaan kenaikan pangkat
selama 1 (satu) tahun dapat mengajukan upaya administratif berupa Keberatan
atas penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud da1am Pasal 33 ayat
(2)huruf a kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.

(2) Pengajuan Keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat keberatan
atas penjatuhan hukuman disiplin.

Pasal33
(1) PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya

dapat mengajukan upaya administratif.
(2) Upaya administratif sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. keberatan; dan
b. banding administratif.

Bagian Kesatu Jenis Upaya Administratif

BAB VllI
UPAYAADMINISTRATIF

Pasal32
(1) Atasan langsung menyampaikan keputusan hukuman disiplin kepada PNS yang

dijatuhi hukuman disiplin dalarn waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja
terhitung sejak tanggal keputusan ditetapkan.

(2) Penyampaian keputusan hukuman disiplin oleh atasan langsung kepada PNS
sebagaimana ctimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup disertai dengan
berita acara penyerahan keputusan hukuman disiplin.

(3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir pada saat
penyampaian keputusan penjatuhan hukuman disiplin atau alamat domisili
terakhir PNS berubah atau tidak diketemukan atau PNS tidak diketahui lagi
keberadaanya, keputusan penjatuhan hukuman disiplin disampaikan melalui
alamat domisili terakhir yang diketahui dan tercatat diinstansinya.

(4) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) harus disertai dengan berita acara penyerahan keputusan penjatuhan
hukuman disiplin.

(5) Berita acara penyerahan keputusan hukurnan disiplin sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) paling sedikit memuat nama, tanggal dan tanda tangan penerima
keputusan Penjatuhan hukuman disiplin.

(6) Dalam hal PNS atau orang lain yang menerima keputusan hukuman disiplin
sebagaimana dirnaksud pada ayat (5) tidak bersedia menandatangani tanda
terima penyerahan keputusan penjatuhan hukuman disiplin, terhadap hal
tersebut harus dibuatkan betita acara penyampaian.
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Bagian Ketiga .

Pasal 35
(1) Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

ayat (5) huruf a harus membuat tanggapan atas Keberatan penjatuhan
hukuman disiplin.

(2) Tanggapan atas keberatan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) harus
dilengkapi dengan:
a. berita acara pemeriksaan terhadap PNSyang bersangkutan;
b. laporan hasil pemeriksaan PNSyang bersangkutan; dan
c. salinan keputusan penjatuhan hukuman disiplin yang mencantumkan bukti
tanda terima dari PNS yang bersangkutan dan./atau berita acara
penyampaian keputusan penjatuhan hukuman disiplin.

(3) Tanggapan atas keberatan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana
dirnaksud pada ayat (2) harus sudah disampaikan dan diterima oleh atasan
Pejabat yang berwenang menghukum dalam waktu paling lama 6 (enam) hari
kerja terhitung sejak tanggal tembusan surat keberatan atas penjatuhan
hukuman disiplin diterima.

(4) Atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan atas
keberatan penjatuhan hukuman disiplin dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari
kerja terhitung sejak tanggal surat Keberatan diterima.

(5) Keputusan sebagairnana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa menguatkan,
meringankan, memberatkan atau membatalkan hukuman disiplin dan
keputusan tersebut bersifat final dan mengikat.

(6) Salinan keputusan atas Keberatan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan
tembusannya disampaikan kepada pejabat yang membidangi kepegawaian.

(7) Dalam hal atasan pejabat yang berwenang menghukum tidak mengambil
keputusan atas Keberatan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud pada ayat (5)dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) han kerja
terhitung sejak tanggal diterima surat keberatan maka keputusan penjatuhan
hukuman disiplin batal demi hukum.

(3) Surat keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak dapat diajukan jika penjatuhan hukuman disiplin tingkat
sedang dilakukan oleh Bupati.

(4) Surat keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) disampaikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari
terhitung sejak tanggal keputusan hukuman disiplin diterima.

(5) Tembusan surat keberatan sebagairnana dimaksud pada ayat (4) disampaikan
kepada:
a. pejabat yang BerwenangMenghukurn;
b. pejabat yang membidangi kepegawaian; dan
c. bupati.
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BABX ...

Pasal39
Pendokumentasian keputusan hukuman disiplin sebagairnana dimaksud dalam
Pasal 37 dan Pasal 38 dilakukan oleh pejabat yang membidangi kepegawaian.

Pasa138
Keputusan penjatuhan hukuman disiplin yang dapat diajukan upaya administratif,
pemberlakuannya ditentukan sebagai berikut:
a. Jika tidak terdapat upaya administratif keputusan hukuman disiplin mulai
berlaku pada hari ke 15 (lima belas) terhitung sejak tanggal keputusan
penjatuhan hukuman disiplin diterima; dan

b. Jika terdapat upaya administratif berupa:
1. keberatan maka Keputusan penjatuhan hukuman disiplin mulai berlaku
terhitung sejak tanggal keputusan atas keberatan ditetapkan; atau

2. banding administratif maka keputusan penjatuhan hukuman disiplin mulai
berlaku terhitung sejak tanggal keputusan banding administratif ditetapkan.

Pasal37
Keputusan hukuman disiplin yang tidak dapat diajukan upaya administratif berupa
keberatan mulai berlaku sejak tanggal keputusan penjatuhan hukuman disiplin
ditetapkan.

BABIX
PEMBERLAKUAN DAN PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN PENJATUHAN

HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 36
(J) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian

dengan horrnat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan
hormat sebagai PNS dapat mengajukan upaya administratif berupa banding
administratif atas penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal33

(2) Pengajuan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk
surat banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin.

(3) Surat banding administratif atas penjatuhan hukuman dlsiplin sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) han
kerja terhitung sejak tanggal keputusan hukuman disiplin diterirna.

(4) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan tanggapan
dan/atau bukti Pelanggaran disiplin dalarn jangka waktu paling lama 21 (dua
puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal tembusan banding administratif
diterima.

Bagian KetigaBanding Administratif
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b. Tim .

Pasal44
(1) Dalam hal pemeriksaan terhadap PNS ternyata tidak ditemukan alasan dan

bukti yang cukup serta tidak dapat dipertanggung jawabkan:
a. Atasan langsung harus mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan

PNSyang bersangkutan tidak bersalah; atau

Pasal43
Dalam hal seorang PNS yang diusulkan untuk dijatuhi hukuman disiplin berupa
pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, atasan
langsung terlebih dahulu harus memperhatikan formasi jabatan dan kompetensi
dari Sekretaris Daerah.

Pasal42
(1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dikenai pembatasan hak

kepegawaian berupa tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan dalam
pendidikan dan pelatihan, mutasi, serta promosi jabatan.

(2) Pembatasan hak kepegawaian sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan ketentuan jika hukuman disiplin berupa:
a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
b. pembebasan darijabatanya menjadijabatan pelaksana 12 (dua belas) bulan;
c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS

Pasa141
PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang tidak dapat diusulkan atau
diikutsertakan dalam pcndidikan dan pelatihan, mu tasi, serta promosi jabatan
dengan ketentuan jika hukuman disiplin berupa:
a. Pemotongan tunjangan kinerja scbesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6

(enam) bulan;
b. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9

(sembilan) bulan; atau
c. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12

(dua belas) bulan; atau

Pasa140
(1) PNSyang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin dikenai pembatasan hak

kepegawaian berupa:
a. tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya;
b. tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan mutasi, dan
c. tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan promosi jabatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan
keputusan pejabat yang berwenang menghukum ditetapkan.

BABX
PEMBATASAN HAK KEPEGAWA1AN
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Pasal49 .

Pasal 48
(1) PNS yang ditahan oleh pihak yang berwajib dan telah dikeluarkan surat

penahanannya untuk kepentingan peradilan, PNS yang bersangkutan
diberhentikan sementara.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak
dikenakan penahanan sampai dengan:
a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau

penuntutan oleh pihak yang berwajib; atau
b. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap.

(3) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
diberikan penghasilan.

Pasal 47
(1) PNS yang sedang mengajukan upaya administratif tidak diberikan kenaikan

pangkat dari/atau kenaikan gaji berkala serta tidak disetujui untuk pindah
instansi sampai dengan ditetapkan keputusan yang mempunyai kekuatan
hokum tetap.

(2) PNSyang sedang mengajukan upaya administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa banding administratif, yang bersangkutan tetap mendapatkan
gaji sepanjang melaksanakan tugas.

(3) Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PNS
harus memperoleh izin dati Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS yang
bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang
ditunjuk melalui atasan langsung secara beIjenjang.

(5) Format permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam
lampiran vn yang merupakan bagian Peraturan Bupat iini.

Pasal46
Calon PNS yang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau
berat, calon PNSyang bersangkutan tidak dapat diangkat sebagai PNS.

Pasa) 45
Berdasarkan pertimbangan tertentu, PNS dapat diusulkan untuk mutasi atau
mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan.

b. Tim Pemeriksa harus memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk
membuat surat keterangan yang menyatakan PNS yang bersangkutan tidak
bersalah.

(2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan
kepada pejabat yang berwenang menghukum jika atasan langsung bukan
merupakan pejabat yang berwenang menghukum.
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BABX ....

Pasal54
Dalam hal PNS tidak terbukti melakukan tindak pidana maka hak kepegawaian
yang bersangkutan dikembalikan seperti semula sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal53
Dalam hal PNS yang dikenai pemberhentian sementara telah selesai menjalani
pidana dan berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum tidak
diberhentikan sebagai PNS,keputusan pemberhentian sementara harus dicabut.

Pasal 52
Dalam hal PNS yang dikenai pemberhentian sementara temyata tidak terbukti
bersalah berdasarkan hasil pemeriksaan pihak yang berwajib atau putusan
pengadilan, yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai PNS.

Pasal 51
(1) Atasan langsung menyarnpaikan usulan pemberhentian sementara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 48 secara berjenjang kepada Pejabat yang Berwenang
dalam waktu paling Lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal usulan
ditandatangani dengan tembusan disampaikan kepada Pejabat yang
mernbidangikepegawaian.

(2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
menetapkan keputusan pemberhentian sementara dalam waktu paling lama 14
(empat belas) hari kerja terhitung sejak surat usulan diterima.

(3) Pejabat yang Berwenang menyampaikan keputusan pemberhentian sementara
kepada PNS yang bersangkutan dengan tembusan kepada Inspektur, kepala
Perangkat Daerah yang bersangkutan dan Pejabat yang membidangi
kepegawaian.

Pasal SO
(1) PNS yang telah mendapat putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan

hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, yang
bersangkutan diberhentikan dan ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak
putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hokum tetap.

(2) Ketentuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang rnengatur
mengenai disiplin PNS.

Pasa149
(1) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48

diberikan uang pemberhentian sementara sebesar 50% (limapuluh persen) dari
penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara
sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan
pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara.
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BERITA DAERAH KABUPATENOGANKOMERING ILIR TAHUN 2021
NOMOR: So

HUSIN

d.t.o

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 31 Oe~m\)Qr 2021

SEKRETARISDAERAI I KABUPATENOGANKOMERING ILIR,

ISKANDAR

d.t.o

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal ;\ D~ef1\\,er 2021

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Ogan KomeringIlir.

Pasa157
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BABXI
KETENTUANPENUTUP

Pelanggaran disiplin PNSyang telah diproses tetapi belum dikeluarkan berita acara
pemeriksaan dan/ atau laporan hasil pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan
Bupati ini, penyelcsaiannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 56

Pasal 55
Pe1anggarandisiplin PNSyang te1ahdiproses, dikeluarkan berita acara perneriksaan
dan/ atau laporan hasil pemeriksaan tetapi belum diputus oleh Pejabat yang
Berwenang Menghukum sebelum berlakunya Perat.uran Bupati ini, penyelesaiannya
dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BABX
KETENTUAN PERALIHAN
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TembusanYth :
1 ..
2 ..
*} Coret yang tidak perlu

**} Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang
bersangku tan

Nama ..
NIP .

(Atasan langsung/ Tim Pemeriksa *)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

Untuk diperiksa/dirninta keterangan *} sehubungan dengan dugaan
pelanggaran disiplin **)

Pada:
Hari
Tanggal
Jam
Tempat

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan
Jabatan

Untuk menghadap kepada

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan
Unit Kerja

8ersama ini diminta dengan honnat kehadiran Saudara:

RAHASIA
SURAT PANGGILAN J/IT/IT1 *}

NOMOR: ..

Contoh Surat Panggilan

HUKUMAN DISJPLlN PEGAWAl NEGERl SIPIL
DJ LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
OGAN KOMERING IL1R.

PENJATUHANCARATATATENTANG
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Tembusan Yth:
1 .
2 ..

Nama .
NIP ..

PPK/Bupati *)

Karena yang bersangkutan diduga melanggar disiplin **)

Demikian agar Surat Perintah ini dilaksanakn sebaik-baiknya.

: .

Pada
Hari
Tanggal
Jam
Tempat

Pangkat
Jabatan

Untuk melakukan pemeriksaan terhadap
Nama ..
NIP ..

Unit Kerja

1. Diperintahkan kepada :
Nama .
NIP ..
Pangkat ..
Jabatan ..

RAHASIA
SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN

NOMOR: .

Contoh: Surai Perintah uniuk: melakukari pemeriksuari

LAMPlRAN II
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERTNG lLIR
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENJATUHAN
HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LlNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR.
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Tembusan Yth:
1 ..
2 .

Nama .
NIP .

PPK/Pejabat yang ditunjuk

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal : .

3. Dernikian untuk dilaksanakan sebagairnana mestinya.

8. Atasan langsung:
Nama ..
NIP ..
Pangkat ..
Jabatan ..

b. Unsur pengawasan:
Nama ..
NIP .
Pangkat ..
Jabatan ..

c. Unsur kepegawaian:
Nama ..
NIP ..
Pangkat ..
Jabatan ..

d. Pejabat lain yang ditunjuk:
Nama .
NIP ..
Pangkat ..
Jabatan ..

2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau
berat, maka perlu membentuk tim pemeriksa yang terdiri dari:

I. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr ....NIP....
jabatan ... , maka perLudilakukan pemeriksaan.

RAHASIA
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
NOMOR: .

Contoh: Pemberuukan:Tim Pemeriksa

LAMPlRAN III
PERATURANBUPATI OGAN KOMERING lLIR
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENJATUHAN
HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
01 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
OGAN KOMERING lUR.
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Jawaban

2. Pertanyaan: ..

Jawaban

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal ... angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun
2021.
l . Pertanyaan: ..

PangkatjGo1.
Tmt
Jabatan
Tmt
UnitKetja

wewenang yang ada pada sayaj surat perintah Bupati Ogan
Komering Ilir Nomor: Tanggal *) telah melakukan
pemeriksaan terhadap :

Nama .
NlP. . .

Pangkat
Jabatan

2. Nama
NJP
Pangkat
Jabatan

3. Dsl.

Berdasarkan

Padahari ini tanggal bulan tahun sayaj tim pemeriksa*)
1. Nama ..

NIP

Nomor: .

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERlKSAAN

Contoh : Berita Acara Pemeriksaan.

LAMPIRAN IV
PERATURANBUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENJATUHAN
HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
01 LlNGKUNGANPEMERINTAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ILlR.
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*) Coret yang tidak perlu

Pejabat Pemeriksa/ Tim Pemeriksa*)
1. Nama

NlP
Tandatangan

2. Nama
NlP
Tandatangan:

3. dst

Yangdiperiksa
Nama
NIP
Tanda tangan :

. , .

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

3. Ost.
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.) Coretyang tidak perlu
**) isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum

Tembusan'r'th :
1 .
2. Dan seterusnya

Nama .
NIP .

Yangmelaporkan (Atasan langsung),

Dernikiandisampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan
hukuman disiplin kepada PNS tersebut diatas merupakan kewenangan 1hfr).

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemenksaan terhadap
PNS yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan
hukuman disiplin kepada PNSyang bersangkutan.

Pangkat
Jabatan
UnitKeIja

Oengan ini dilaporkan dengan horrnat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada
hari tanggal.. bulan tahun , sayajTim Pemeriksa*) telah melakukan
pemeriksaan terhadap
Nama .
NIP

RAHASIA

Kepada
yth .
eli

.................. , .

Contoh : Laporan:Kewenangan Penjaiuhari Hukumari Disiptin:

LAMPlRAN V
PERATURANBUPATI OGAN KOMERlNG ILIR
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENJATUHAN
HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
OJ LlNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR.
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d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a ,huruf b, huruf c dan huruf d, perlu
menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Pegawai Negeri Sipil

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat IT dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Nomor1821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Si.pilNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan LembaranNegara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Mengingat

c ,

3. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr telah
melakukan perbuatan berupa ;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan pasal ....angka....huruf ... Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun:

Menimbang

1. Laporan dari tanggal tentang
pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh
sdr NIP tanggal. ;

2 ,
3. HasH pemeriksaan

tanggal ;

Membaca

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA,
.................................................................. ,*)

RAHASIA
KEPUTUSAN *)

NOMOR: .

LAMP[RANVI
PERATURANSUPATIOGANKOMERINGILIR
NOMOR TAHUN2021
TENTANG TATA CARA PENJATUHAN
HUKUMANDISIPLlN PEGAWAlNEGERI SIPIL
DI LfNGKUNGANPEMERlNTAH KABUPATEN
OGANKOMERINGILIR.

Contoh : Keputusan penjatutuui hukuman: disipiin. tequran.hsan:
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9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor ... Tahun ...
tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai
Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering Ilir [Berita Daerah Kabupaten Ogan komering
IlirTahun ...... Nomor ......);

a Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik
Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubLik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Tndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang -Undang Nomor 30 Tabun 2014 tentang
Administrasi Pemerintah an , (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor6477);

5 Peraturan Pernerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor6718);

6. Peraturan Pernerintah Nornor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tent.ang Perubahan at.as Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 20217 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477)"

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik
Indonesia Nomor 21 tahun 2010 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun
2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
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*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang bcrwenangmenghukum.

Nama .
NIP ..

Ditetapkan di .
pada tanggal .
...... *)

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Unit Kerja : '" .

Karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan
perbuatan yang melan ggar ketentuan
Pasal ....huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun
2021

Nama
NIP
Pangkat
Jabata

Menjatuhkan hukuman disiplin berupa teguran lisan
kepada:

MEMUTUSKAN:

- 28-

Tembusan Yth:
1. . .
2 .
3 .

KETIGA

KEDUA

KESATU

Menetapkan



c ,
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan

hukuman disiplin yang setiropal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;

e bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalarn huruf a ,huruf b, huruf c dan huruf d, perlu
rnenetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Pegawai Negeri Sipil

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 ten tang
Pembentukan Oaerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Nomor1821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan LembaranNegara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Mengingat

a. bahwa bcrdasarkan hasil pemeriksaan Sdr telah
melakukan perbuatan berupa ;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan pasaI ....angka ....huruf ... Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun;

Menirnbang

1. Laporan dari tanggal ten tang
pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh
sdr NIP tanggal ;

2 ,
3. Hasil pemeriksaan

tanggal ;

Membaca

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA,
................................................................. ,*)

RAHASIA
KEPUTUSAN *)

NOMOR: .

Contoh: Keputusan penjatuhan hukumari disiplin tequran. tertuiis
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LAMPIRANVII
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILTR
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENJATUHAN
HUKUMANDISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
01 LINGKUNGANPEMERINTAH KABUPATEN
OGANKOMERlNGILlR.



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana
telah diu bah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang
Administrasi Pemerin tahan , (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 202] tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor6718);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nornor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 20217 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nornor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477)"

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik
Indonesia Nomor 21 tahun 2010 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
ten tang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia
Nomor 3 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis
Pernberhentian Pegawai Negeri SipiI;

9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor ... Tahun ...
tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai
Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering llir (Berita Daerah Kabupaten Ogan kornering
Ilir Tahun Nomor );
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*} Tulislah nama jabatan dati pejabat yang berwenangmenghukum

Nama .
NIP .

Ditetapkan di .
pada tanggal .
....................................... *)

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan
perbuatan yang melanggar ketentuan
Pasal ....huruf.. ...Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021

Unit Kerja : .

Nama
NIP
Pangkat
Jabata

Menjatuhkan hukuman disiplin berupa teguran Tertulis
kepada:

MEMUTUSKAN:

- 3t-

Tembusan Yth:
1. . .
2 .
3 .

KETIGA

KEDUA

KESATU

Menetapkan



c. .. ,
d. bahwa untuk menegakkan elisiplin, perlu menjatuhkan

hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a ,huruf b, huruf c dan huruf d, perlu
rnenetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Pegawai NegeriSipil

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 ten tang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja eli
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Nomor1821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan LembaranNegara Republik
Indonesia Nomor 5494);

a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr telah
melakukan perbuatan berupa ;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan pasal ....angka ....huruf ... Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun;

1. Laporan dari. " tanggal tentang
pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh
sdr NIP tanggal ;

2 ,
3. Hasil pemeriksaan tanggal ;

DENGANRAHMATTUHANYANG MAHAESA,
.................................................................. ,*)

RAHASIA
KEPUTUSAN *)

NOMOR: .

Mengingat

Menirnbang

Membaca

Contoh : Keputusan penjatuhan. hukuttuui disiplin.
Pemyataan Tidak Puas Secara Tertulis

LAMPIRANVIII
PERATURANBUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENJATUHAN
HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Dr LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
OGAN KOMERLNGlLIR.
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Negara Republik Indonesia Nomor6718);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor J 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 20217 ten tang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477)"

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik
Indonesia Nomor 21 tahun 2010 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintab Nomor 94 Tahun 2021
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia
Nomor 3 tabun 2020 ten tang Petunjuk Teknis
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor ... Tahun ...
tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai
Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering llir (Berita Daerah Kabupaten Ogan komering Ilir
Tahun Nomor );

ten tang
Republik
Lernbaran

4. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014
Administrasi Pemerintahan, (Lembaran Negara
Indonesia Tabun 2014 Nomor 292 Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Ncgara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang
Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

Nama .
NIP ..

Ditetapkan di ..
pada tanggal .
....................................... *)

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan
perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal huruf ..
Peraturan Pemerintah Nomor94 Tahun 2021

Unit Kerja : ..

Nama
NIP
Pangkat
Jabata

Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas
Secara Tertulis kepada:

MEMUTUSKAN:
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2. ............
3.

Tembusan Yth:
1. . .;

KETIGA

KEDUA

KESATU

Menetapkan



Tembusan Yth:
1. Kepala Perangkat Daerah yang bersangku tan
2. Kepala Bagian yang membidangi Kepegawaian
3. Pejabat Lainyang dianggap perlu.

*) coret yang tidak perlu.
**) isi dengan nama satuan kerja

NAMA .
!\fTP .

Pemohon,

1. Bahwa atas Keputusan .... Nomor .... tanggal .... tentang penjatuhan hukuman
disiplin berupa pemberhentian dengan honnat tidak atas permintaan
sendiri/pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilt],
saya telah mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan
Kepegawaian, tanggal ... (fotokopi terlampir).

2. Bahwa sarnbil menunggu keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian,
dengan ini saya mengajukan permohonan izin untuk dapat masuk kerja dan
melaksanakan tugas di lingkungan ...**)

3. Demikian permohonan ini saya sampaikan, dan alas perkenannya diucapkan
terimakasih.

Kepada
yth .

di-

................ , .

Contoh : Permohonan lzin uniuk: dapat Masuk Kerja
dan Melaksanakan Tugas Selama Dalam
ProsesBanding Administratif

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH.
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